KEMENTERIAN DALAM NEGERI \
REPUBLIK INDONESIA

N

{

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT 1l

LAN RI

MAKARTI BHAKTI NAGARI

NEBAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
ELAYANAN.DASAR DI KABUPATEN SUMBAWA

L .

Reaadi . | I : v
‘J".h""_.._' SRS ‘.\_'_.,_' ; ~'_,'4 -

I 'y > i 17 7 ) y

lpu’a .. i : 5 - 3 l}l'-’.‘l“ﬁ oy

N BGia Loka (Istana Dalam Loka)
asnné Sultan Sumbawa™ . ot
1 4 Ve
! )AH’ TPI'JUFI Mata Jitu )
-3 Puhu Mnyo b

TRH'zozz —



LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

JUDUL

NAMA

NIP
PANGKAT/GOLONGAN
INSTANSI

JABATAN

KELAS/KELOMPOK
NOMOR DAFTAR HADIR

Disetujui diseminarkan pada Seminar Pelaksanaan Proyek Perubahan Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat I Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 7
Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

Dalam Negeri.

ach

i

OPTIMALISASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PELAYANAN (SPM) DASAR DI
KABUPATEN SUMBAWA

VARIAN BINTORO, S.S0s., M.Si

19720123 199211 1 001

IV.c/Pembina Utama Muda

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa

Asisten  Pemerintahan dan  Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa

A/2
46

Jakartag, Desember 2022

Mentor

Dr. Ir. BUDUR LATIF, M.T. Drs. H. HASAN BASRI, MM.

Pembina Utama Muda/IV.c Pembina Utama I{/\odyo/lv.d
Widyaiswara Ahli Utama NIP. 19631228 199003 1 010
NIP. 19621004 199303 2 002

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

MohammaleizaI. S.E., M.Si

Pembina Utama Madya/IV.d

NIP. 196408171993031001
i



BERITA ACARA
SEMINAR PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : Rabu

Tanggal - 7 Desember 2022
Pukul - 09.00 WIB - Selesai
Tempat - BPSDM Kemendagri R

Telah diseminarkan Peloksonoon Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan
Nasional Tingkat Il Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL - Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Kabupaten
Sumbawa

DISUSUN OLEH - Varian Bintoro, S.S0s.,M.Si

JABATAN :  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa

KELAS/KELOMPOK - A/2

NOMOR DAFTAR HADIR  : 46

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji,

Mentor, dan Coach.

ach P
)

Dr. Ir. BUDUR LATIF, M.T. VARIAN BINTORO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c Pembina Utama Muda/IV.c
Widyaiswara Ahli Utama NIP. 19720123 199211 1 001

NIP. 19621004 199303 2 002
Penguiji Mentor
—— M
Dr. TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK, MA. Drs. H. HAS'AN BASRI, MM.
Pembina Utama/IV.e Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19621109 198902 1 001 NIP. 19631228 199003 1 010
Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi

Kepamongprajaan dan iionojfmen Kepemimpinan

|

Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 196408171993031001




KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, karena atas limpahan karunia-Nya kami
dapat menyelesaikan  Pelaksanaan Proyek Perubahan dengan  judul
“Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di
Kabupaten Sumbawa”, hasil dari Pelaksanaan Proyek Perubahan yang telah
kami susun dalam bentuk laporan, sebagai wujud tanggung jawab sebagai
peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il pada Tahun 2022.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XXVIII tahun 2022 yang
dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia bertujuan agar peserta pelatihan mampu
membaca masalah melalui diagnostic reading dan menerapkannya kedalam
pola perubahan yang inovatif serta peserta dituntut untuk mampu membaca
masalah tersebut, menguraikan dan kemudian mendiagnosis untuk menemukan
jowaban pemecahan atas masalah tersebut yang disebut dengan Rancangan
Proyek Perubahan yang diharapkan inovatif.

Dokumen ini dapat terwujud atas kerjasama banyak pihak. Untuk itu kami
ucapkan terimakasin kepada Coach, Mentor, para Widya Iswara, LAN-RI
Penyelenggara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia, Tim Pelaksana Proyek Perubahan, seluruh
peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXVIII tahun 2022
dan semua pihak yang telah ikut serta berkontribusi dalam penyelesaian
dokumen Implementasi Proyek Perubahan ini.

Penulis berharap dokumen ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat
bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat, khususnya dalam rangka Optimalisasi
Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian, penyusunan dokumen ini

tidak luput dari segala kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan



demi membantu penyempurnaan dan untuk kegiatan pada tataran
implementasi maupun optimalisasi selanjutnya.
Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sumbawa Besar, Desember 2022
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Varian Bintoro, S.Sos.,M.Si.
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NIP. 19720123 199211 1 001
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BAB |
RENCANA PROYEK PERUBAHAN

A. PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentfuan dan mutu
pelayanan dasar minimal sebagai urusan pemerintah untuk memenuhi hak
setfiap warga negara. Sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
pemerintah untuk memenuhi setiap SPM yang berlaku diharapkan target
dapat mencapai 100% untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengandung tiga elemen dasar,
yaitu: (1) indikator seperti jenis dan cakupan layanan itu harus dilaksanakan
oleh masing-masing daerah, (2) persentase target harus dicapai untuk
masing-masing jenis pelayanan dalom batas waktu tertentu, (3) bagaimana
mengukur target indikator yang telah didefinisikan. Keberhasilan kebijakan
SPM dapat dilihat dari target kinerja setiap indikator yang telah didefinisikan
layanan minimum standar oleh kementerian / lembaga.

Dalam rangka pemenuhan capaian layanan dan mutu pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Sumbawa, pada rancangan
Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il angkatan
XXVIlI dengan judul “Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Pelayanan Dasar di Kabupaten Sumbawa”.

Secara filosofis pembangunan diartikan sebagai proses yang sistemik
dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaon yang dapat

menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap



warga yang paling humanistic. Michael Todaro (1961) mengisyaratkan figa

poin penting tentang pembangunan:

1.

Menunjang Kelangsungan Hidup; kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dasar. Semua orang mempunyai kebutuhan-
kebutuhan dasar tertentu untuk memungkinkan  kehidupan.
Kebutuhan-kebutuhan penunjang kelangsungan hidup ini meliputi
pangan, papan, Kesehatan, dan rasa aman.

Harga diri; kemampuan untuk menjadi seorang manusia sebagai
suatu pribadi. Komponen universal kedua dari suatu kehidupan yang
lebih baik ialah harga diri, perasaan layak dan menghormati diri
sendiri, tidak menjadi alat dari orang-orang lain demi tujuan orang
lain semata-mata.

Kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan; kemampuan untuk
memilin. Nilai universal ketiga yang harus menjadi bagian dari makna
pembangunan adalah kebebasan. Kebebasan di sini hendaknya
dipahami tidak hanya dalam makna politik dan ideologi, melainkan
pengertian yang lebih mendasar mengenai kebebasan dan
emansipasi  dari  perampasan  kondisi materi kehidupan, dari
penjajahan sosial dari manusia atas alam, kebodohan, orang-orang
lain, penderitaan, Lembaga-lembaga dan keyakinan-keyakinan

dogmatic.

Pembangunan dan  hasil-hasinya  belum  mencapai  tujuan

sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Fenomena yang muncul

adalah paradoks pembangunan yaitu suatu kondisi dimana apa yang

ditargetkan atau diinginkan dalam pembangunan justru tidak sebagaimana

yang diinginkan dan malah timbul masalah yang menyertainya. Proyek

perubahan ini dimaksudkan untuk optimalisasi pencapaian penerapan

Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa. Optimalisasi adalah

sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai



hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang
ada sebaik mungkin.

Proyek perubahan ini disusun dalam rangka mendesain langkah
strategis pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa agar mampu beradaptasi
dengan perubahan dinamis regulasi pemerintah tentang SPM layanan dasar.
Strategi  yang dikembangkan dalam proyek perubahan ini adalah
pengembangan terapan collaborative governance dengan merangkul
kapasitas bergabung dari stakeholder/jejaring masyarakat dan pihak
berkepentingan lainnya.

Proyek perubahan ini dimaksudkan untuk mengefektifkan usaha-usaha
dan penggunaan sumber daya dalam rangka penerapan SPM di Kabupaten
Sumbawa sesuai tahapan penerapan SPM yaitu:

* Pengumpulan data

* Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

* Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Nilai fambah yang ditawarkan adalah output kegiatan-kegiatan dalam
proyek perubahan dapat berdampak pada terbentuknya outcome (hasil)
peningkatan/optimalisasi capaian penerapan SPM  layanan dasar  di
Kabupaten Sumbawa. Benefit bagi pemerintah daerah adalah terbentuknya
kepercayaan proses produksi layanan dasar dan pada akhirnya berdampak
pada citra/reputasi positif kinerja pemerintah daerah dalom kedudukan dan
perannya sebagai pelayan masyarakat.

Beberapa perkembangan regulasi yang menuntut  adanya
penyesuaian dalam proses bisnis penerapan SPM di daerah adalah sebagai
berikut :

» Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal sebagai pengganti Permendagri 100 tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

» Pencapaian Penerapan SPM mempengaruhi indikator yang

berkembang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

3



Daerah sesuai amanat permendagri 18 tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaoksanaan Peraturan Pemerintfah Nomor 13 tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Kualitas Laporan LPPD dan Penerapan SPM berpengaruh terhadap
besaran Insenfif Fiskal pemerintah pusat kepada daerah atas
pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Pemberian insentif
fiskal pemerintah kepada daerah sebagaimana diatur dalam pasal
135 UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan

menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan

organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju pada kondisi yang

diinginkan. Kondisi yang diinginkan dalam hal ini adalah menuju ke arah

kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena

dampak dari proses perubahan tersebut. Untuk memperlancar perubahan

maka diperlukan adanya agen perubahan yaitu individu/kelompok yang

terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya

dalam sebuah proses perubahan.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
Tujuan

1.

Tujuan umum dari proyek perubahan ini adalah ;

1.
2.

Melindungi hak warga negara yang memiliki hak atas pelayanan dasar
Adanya perbaikan pada manajemen penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam implementasi kebijakan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Sumbawa



Tujuan khusus dari proyek perubahan ini adalah :

1.

Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Sumbawa yang sesuai

dengan dinamika perubahan regulasi terkait SPM.

2. Tersusunnya dokumen Rencana Pencapaian SPM pada fiap-tiap
perangkat daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal
(SPM).

3. Terpenuhinya kebutuhan anggaran operasional yang cukup untuk
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang optimal pada
APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2023.

4. Menjadi input bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjong Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2024-2049, untuk
pemenuhan layanan dasar yang optimal dan berkelanjutan.

. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan proyek perubahan ini secara umum

adalah adanya perubahan kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) di Kabupaten Sumbawa dari posisi kinerja pencapaian yang belum

memenuhi target regulasi menjadi dapat terpenuhi sesuadi ketentuan

regulasi. Hal ini sekaligus menggambarkan adanya peningkatan kualitas

penyelenggaraan pelayanan publiK dan reformasi birokrasi di kabupaten

Sumbawa.

1.

Manfaat bagi pemerintah daerah : proyek perubahan ini memberi
manfaat terselesaikannya kewajiban pemerintah daerah sebagaimana
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (sebagai produk
kebijakan) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Waijib
Pemerintahan Pelayanan Dasar untuk menyusun rencana aksi daerah

penerapan SPM sebagai pedoman penerapan SPM di daerah.



2. Manfaat bagi masyarakat : proyek ini memberikan manfaat bagi
peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan dasar yang diterima

oleh masyarakat.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Kinerja dalam hal ini adalah keluaran atau hasil yang didapat dari
serangkaian akfifitas untuk mencapai tujuan. Kinerja yang dimaksud dalam
proyek perubahan ini adalah peningkatan penerapan SPM baik dalam

cakupan sasaran pada fiap urusan yang tferlayani maupun peningkatan

kualitas layanan pada tiap jenis layanan. Penerapan SPM  adalah
pelaksanaan SPM  yang dimulai dari tahapan pengumpulan dataq,
penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan

rencana pemenuhan pelayanan dasar

pelayanan dasar.

dan pelaksanaan pemenuhan

Tabel 1. Output dan Outcome Proyek Bagi Optimalisasi Penerapan SPM

Tahapan Output Outcome pada Tiap-Tiap | Outcome
Urusan (Outcome | Daerah
Antara/Intermediate
Ovutcome)

Pengumpulan Daftar sasaran | Meningkatnya optimalisasi | Optimalnya

data yang telah | Kinerja Penerapan Standar | Kinerja

tervalidasi dan | Pelayanan  Minimal  (SPM) | Penerapan
terverifikasi pada tiap Urusan SPM SPM Daerah

Penghitungan Daftar

kebutuhan kebutuhan

pemenuhan pemenuhan

pelayanan pelayanan

dasar dasar

Penyusunan Dokumen

rencana rencana

pemenuhan pemenuhan

pelayanan pelayanan

dasar dasar

Pelaksanaan Laporan

pemenuhan pelaksanaan

pelayanan kegiatan




Tahapan Output Outcome pada Tiap-Tiap | Outcome

Urusan (Outcome | Daerah
Antara/Intermediate
Ovutcome)
dasar pelayanan
dasar

Output (keluaran) adalah sesuatu yang diperoleh atau dicapai dari
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Kinerja pemanfaatan output-output
kegiatan akan menentukan kualitas outcome (hasil). Outcome adalah segala
sesuatu  yang mencerminkan berfungsinya oufput. Tahapan-tahapan
penerapan SPM menunjukkan adanya pola siklikal yang berlaku. output pada
tahapan pengumpulan data akan menjadi input utama bagi tahapan
penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.

Optimalisasi adalah proses mengidentifikasi dan mengimplementasikan
metode yang baru yang menciptakan sebuah proses bisnis lebih efisien dan
efektif termasuk di dalamnya adalah :

1. Pengenalan metode baru, praktik dan sistem yang dapat
mengurangi pemborosan waktu
Mengurangi biaya dalam upaya meningkatkan kinerja
Otomatisasi dari tugas yang berulang-ulang

Penggunaan aplikasi yang meningkatkan operasi

AR R

Meningkatkan pemasaran layanan melalui peningkatan tingkat
kepuasan pelanggan

Kualitas output pada fiap tahapan fidak  hanya menjadi
tanggungjawab perangkat daerah pengampu urusan. Dalam menjaga
kualitas output terutama dalam keterkaitannya dengan tuntutan akuntabilitas
kinerja maupun akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka beberapa
perangkat daerah yang menjadi anggota tim penerapan SPM daerah juga
dilibatkan. Hal ini dilakukan dalom rangka menjaga fokus pelayanan pada
kelompok sasaran pelayanan, kemudahan dalam melakukan pengukuran,
kedisiplinan pada komitmen dan kemudahan dalam melakukan deteksi dini

dan perbaikan berkelanjutan.




Perubahan komposisi Tim Penerapan SPM yang diatur di dalam
Permendagri 59 tahun 2021, yaitu dengan memasukkan beberapa dinas non
pengampu SPM menjadi kekuatan baru dalam rangka menjaga kualitas
output. Beberapa terapan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut

a. Terhadap output data hasil tahapan pengumpulan data sasaran
pada tiap jenis layanan dilakukan konsolidasi data oleh dinas
pengampu bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
untuk menjaga validitas data kependudukan dari warga yang
menjadi anggota kelompok sasaran. Dengan eksistingnya beberapa
program oleh stakeholder pada tiap-tiap jenis sasaran maka
mekanisme rekonsiliasi data bersama beberapa stakeholder juga
menjadi bagian penting dalam rangka menjaga kualitas oufput
(validitas) data sasaran.

b. Terhadap output Daftar Pemenuhan Kebutuhan, salah satu faktor
yang berpengaruh adalah perhitungan atas kebutuhan pemenuhan
mutu SPM yang harus terpenuhi secara kuantitatif maupun kualitatif.
Maka mekanisme konsolidasi terhadap penetapan harga satuan
yang berlaku di daerah harus dilakukan. Timbangan formulasi
perhitungan yang ftepat akan menjadi dasar advokasi kecukupan
anggaran bagi pemenuhan kebutuhan penerapan SPM.

c. Terhadap terbentuknya output dalam bentuk Dokumen Rencana
Pemenuhan Pelayanan Dasar pada tfiap-tiap urusan layanan dasar
SPM sangat ditentukan oleh kualitas output daftar data sasaran dan
output daftar kebutuhan pemenuhan layanan dasar yang terhitung
dengan baik. Dokumen Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
adalah dokumen yang disusun oleh perangkat daerah pengampu.
Dalam rangka menjaga keselarasan program dan kegiatan yang
diskenariokan sebagai femplate pelaksanaan SPM sekaligus sebagai
bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan, maka mekanisme

asistensi bersama bappeda sebagai penanggungjawab keselarasan
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perencanaan daerah dan perangkat daerah waijib untuk dilakukan.
Rancangan Dokumen Rencana Pemenuhan Kebutuhan Penerapan
SPM yang disusun oleh perangkat daerah selanjutnya dianalisa dan
dihimpun sebagai bahan pembentukan Rencana Aksi daerah
penerapan SPM.

d. Dokumen Rencana Aksi Daerah dan Dokumen Rencana
Pemenuhan SPM Perangkat Daerah Pengampu SPM menjadi dasar

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dasar.

D. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
1. Analisa Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari  findakan
perencanaan  strategis. Perencanaan  strategis  dilakukan  untfuk
menempatkan organisasi penerapan SPM dalam posisi strategis, sehingga
dalaom perkembangannya akan senantiasa  berada posisi  yang
menguntungkan.

Objek sasaran analisa lingkungan strategis terdiri dari lingkungan
internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah pihak yang
berada di dalam organisasi atau lembaga, dan memeiliki kecenderungan
untuk mempengaruhi manajemen, personil dan budaya organisasi.
Lingkungan eksternal adalah pihak taupun kejadian yang berada di luar
organisasi atau lembaga, memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi
atau lembaga, dan memiliki kecenderungan sulit untuk dikendalikan.
Informasi yang objektif mengenai kondisi lingkungan strategis baik internal
maupun eksternal, akan memudahkan pengambilan keputusan strategis
secara subjektif. Hal ini untuk menentukan tindakan yang terbaik untuk
mewujudkan tfujuan yang ftelah ditetapkan. Penilaian yang tepat
mengenai kondisi lingkungan internal akan memampukan organisasi untuk
melakukan findakan yang terukur dalom pengampilan keputusan.

Dinamika lingkungan eksternal yang berkembang dinamis, mendorong

9



organisasi untuk menentukan keputusan strategis yang membuatnya

senanfiasa survive dan kompetitif.

Tabel 2. Analisa Lingkungan Strategis

INTERNAL EKSTERNAL
STRENGTH THREATS

1. Komitmen  Bupati  dan 1. Kebijakan sanksi
Wakil Bupati pemerintah  daerah jika

2. RPJMD telah berbasis SPM SPM tidak terpenuhi/tidak
(SPM  sebagai  sasaran optimal
RPJMD) 2. Kondisi darurat keuangan

3. Sumber daya manusia tim negara yang menekan
pelaporan SPM ruang fiskal daerah

4. Branding pencapaian 3. Keftidakkonsistenan  DPRD
penerapan  SPM  yang dalam hal komitmen
mengangkat posisi reputasi pemenuhan SPM
daerah dalam

pembangunan manusia

WEAKNESSES OPPORTUNITIES
1. Belum ada Rencana Aksi 1. Perubahan beberapa
Daerah regulasi yang memperkuat
2. Belum ada Rencana kedudukan afirmasi SPM
Pemenuhan SPM  yang (trending)
disusun oleh perangkat 2. Adanya jejaring program
daerah pengampu dan kegiatan yang
3. Masih rendahnya berorientasi SPM  pada
kompetensi SDM pejabat stakeholder eksternal
struktural dan  fungsional 3. Tuntutan masyarakat
yang terlibat dalam terhadap pemenuhan SPM

operasi penerapan SPM

Berdasarkan analisa lingkungan strategis, maka pilihan strategi pada
proyek perubahan adalah strategi Strenght - Opportunities (Agresive
Strategy) vyaitu strategi  mengoptimalkan kekuatan untuk meraih
keuntungan dari peluang /kesempatan yang ada di luar. Komitmen bupati

dan wakil Bupati, dokumen RIJMD yang telah berbasis SPM, dan
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pencapaian positif kinerja penerapan SPM yang unggul di tingkat regional
akan memudahkan pemanfaatan frend issue SPM sebagai daya Tarik
partisipasi  stakeholder serta memudahkan advokasi penganggaran
pemenuhan SPM. Kesuksesan dalam advokasi penganggaran selanjutnya
akan meningkatkan/mengoptimalkan penerapan SPM  di Kabupaten

Sumbawa.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Milestone)

Tabel 3. Milestone Proyek Perubahan

Tujuan Tahapan Kegiatan Rentang
Wakitu
Jangka Penyusunan = Pembentukan Tim | September
Pendek Rencana  Aksi penyusun Rencana | 2022
Daerah Aksi Daerah

Penerapan SPM

» Penyusunan Rencana | Oktober 2022
Pemenuhan SPM oleh | s/d

Perangkat Daerah | November
Pengampu 2022
Agenda :
1. Penyempurnaan

proses bisnis dan SOP
penyelenggaraan

pelayanan pada
tiap-tiap jenis
pelayanan dasar.
2. Verifikasi, validasi,
rekonsiliasi data
sasaran layanan
dasar
» Penyusunan Rencana | Oktober 2022
Aksi Daerah s/d
November
2022

=  Sinkronisasi Rencana | Oktober 2022
Aksi Daerah dengan | s/d

program dan | November
kegiatan sesuai | 2022
kodefikasi

perencadadn
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Tujuan

Tahapan

Kegiatan

Rentang
Waktu

pembangunan  dan
Penganggaran

Daerah

Pengendalian
perencanaan
penerapan SPM
ke dalam
Rencana Kerja
perangkat
daerah

Asistensi Renja PD dan
RKA PD pengampu
tahun 2023
(Memastikan
sinkronisasi
perencanaan
penerapan SPM pada
tiap-tiap rencana
kerja perangkat
daerah pengampu)

Desember
2022

Harmonisasi
perencanaan
Bersama stakeholder
lainnya  (stakeholder
non perangkat
daerah/pelaksana
program)

November
2022

Jangka
Menengah

Pengendalian
penganggaran
dan
pelaksanaan
penerapan SPM

Mengadvokasi

penganggaran  yang
cukup dalam
rencana kerja daerah

tahun 2023 dan
pembentukan  APBD
tahun 2023 yang
sesuai dengan
Dokumen Rencana
Aksi Daerah

Desember
2022

a. Identifikasi Potensi Kendala Dan Solusi

1) Identifikasi Kendala dan Masalah

Beberapa masalah yang dihadapi antara lain :

1. Pada beberapa dinas pengampu masih belum optimal dalam

memahami konstelasi data sasaran SPM

2. Minimnya pemahaman DPRD tentang SPM
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3. Masih minimnya kebijakan penganggaran terhadap pemenuhan
layanan dan standar mutu, seperti contoh di bawah ini:
Realisasi SPM Bidang Kesehatan pada Jenis Layanan Kesehatan
Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2021

TABEL 5.2 PEMBIAYAAN PELAYANAN DAN PEMENUHAN MUTU SPM PELAYANAN DASAR

Realisasi Pemenuhan Tahun 2021
Sumber
Pelayanan Mutu Pelayanan Anggaran (Rp) Pendanaan
No Jenis Indikator Kinerja Satuan Formulasi - Standar | Realisasi
' Layanan Layanan dan Mutu Target Realisasi Mutu Mutu
Penerima | Penerima | Capaian bagi bagi Capaian
Layanan Layanan (%) Penerima | Penerima (%)
Dasar Dasar Layanan Layanan
Dasar Dasar
SPM PELAYANAN DASAR KEWENANGAN DAERAH 191,216,594,528
BIDANG
KESEHATAN 14,496,252,780
5 Pelayanan Jumlah Warga Orang Jumlah 67.34
kesehatan Negara usia Warga 227,800,000
pada usia pendidikan Negara usia
pendidikan dasar yang pendidikan
dasar mendapatkan dasar yang
layanan mendapatkan
kesehatan layanan
kesehatan
sesuai
standar
Buku Raport buku 1 buku/ siswa 8.14 226,500,000 APBD
Kesehatanku
Buku buku 1 buku/ siswa 0.00 APBD
Pemantauan -
Kesehatan
Kuesioner lembar 3 lembar/ 0.00 BLUD
Skrining siswa -
Kesehatan
Formulir eksemplar 1 eks/ 100.00 BLUD
Rekapitulasi puskesmas 1,300,000
Hasil Pelayanan
Kesehatan Usia
Sekolah dan
Remaja di
Dalam Sekolah
Formulir eksemplar | 1eks/ 0.00 BLUD
Rekapitulasi puskesmas -
Hasil Yankes
Usia Sekolah
dan Remaja di
Luar Sekolah
Dokter/Dokter orang 2 orang/ 100.00
gigi puskesmas -
Bidan orang 2 orang/ 100.00
puskesmas -
Perawat orang 1 orang/ 100.00
puskesmas -
Ahli Gizi orang 1 orang/ 100.00
puskesmas -
Nakes orang 1 orang/ 100.00
Masyarakat puskesmas -
Guru orang 1 orang 100.00
pembina -
UKS/ satuan
penddas
Kader orang 1 orang/ 100.00
Kesehatan posyandu -




2) Resiko Yang Harus Diantisipasi

3)

Resiko yang harus diantisipasi antara lain :

1.
2.

Penurunan kinerja penerapan SPM tahun 2023

Dampak jika terjadi penurunan kinerja penerapan SPM terhadap
penilaian evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Dampak terhadap penerimaan daerah kabupaten Sumbawa
terhadap penerimaan Dana Insentif Daerah

Dampak negatif publik terhadap kinerja kepemimpinan

pemerintahan daerah

Mengatasi Kendala

Dalam rangka mengatasi kendala maka dapat dilakukan Langkah-

langkah sebagai berikut :

1.
2.
3.

Melakukan identifikasi data sasaran.

Melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data sasaran.

Segera Menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah dan Dokumen
Rencana Pemenuhan Penerapan SPM.

Memastikan pengisian data laporan penerapan SPM  pada
aplikasi E-SPM Kementerian Dalam Negeri.

Menyusun rencana kebijakan penganggaran, seperti pada

contoh dibawah ini:
Proyeksi Target Kinerja dan Pembiayaan untuk Pemenuhan

Layanan dan Standar Mutu SPM Bidang Kesehatan pada Jenis

Layanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2023
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TABEL 5.2 PEMBIAYAAN PELAYANAN DAN PEMENUHAN MUTU SPM PELAYANAN DASAR

Pemenuhan Tahun 2023

Pelayanan

Mutu Pelayanan

Anggaran (Rp)

No. Jenis Indikator Kinerja Satuan Formulasi Proyeksi
Layanan Layanan dan Mutu Target

Penerima

Layanan

Dasar

SPM PELAYANAN DASAR KEWENANGAN DAERAH

BIDANG
KESEHATAN

Pelayanan Jumlah Warga 72741

Jumlah Warga

kesehatan Negara usia Negara usia
pada usia pendidikan pendidikan
pendidikan dasar yang dasar yang
dasar mendapatkan mendapatkan

layanan layanan

kesehatan kesehatan

sesuai standar

Buku Raport buku 1 buku/ siswa

Kesehatanku

Buku buku 1 buku/ siswa

Pemantauan

Kesehatan

Kuesioner lembar 3 lembar/

Skrining siswa

Kesehatan

Formulir eksemplar | 1 eks/

Rekapitulasi puskesmas

Hasil

Pelayanan

Kesehatan

Usia Sekolah

dan Remaja di

Dalam

Sekolah

Formulir eksemplar | 1eks/

Rekapitulasi puskesmas

Hasil

Pelayanan

Kesehatan

Usia Sekolah

dan Remaja di
Luar Sekolah

Dokter/Dokter orang 2 orang/

gigi puskesmas
Bidan orang 2 orang/
puskesmas
Perawat orang 1 orang/
puskesmas
Ahli Gizi orang 1orang/
puskesmas
Tenaga orang 1orang/
Kesehatan puskesmas
Masyarakat
Guru orang 1 orang
pembina UKS/
satuan
penddas
Kader orang 1 orang/
Kesehatan posyandu

Realisasi
Penerima
Layanan

72741

Capaian
(%)

b. Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan

Beberapa faktor kunci keberhasilan proyek perubahan adalah

Standar
Mutu bagi
Penerima
Layanan
Dasar

Realisasi
Mutu
bagi
Penerima
Layanan
Dasar

Capaian
(%)

‘ 33,419,417,840

3,705,116,900

100.00
1,818,525,000
100.00
1,818,525,000
218223 218223 100.00
65,466,900
26 26 100.00
1,300,000
26 26 100.00
1,300,000
52 52 100.00
52 52 100.00
26 26 100.00
26 26 100.00
26 26 100.00
547 547 100.00
737 737 100.00

1. Kepemimpinan dalam memobilisasi stakeholder kunci.
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2. Peningkatan Kinerja Tim penerapan SPM  Daerah  dalam
melaksanakan koordinasi penerapan SPM  dalam pelaksanaan
pelayanan dasar SPM tahun 2022

3. Kemampuan Tim Penerapan SPM Daerah untuk melakukan
komunikasi efektif dalam upaya mengadvokasi penganggaran SPM

kedalaom APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023.

c. Tata Kelola Proyek Perubahan
1) Pembentukan Tim Kerja

Pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan bertujuan untuk
menyusun rancangan proyek perubahan yang inovatif dan cara
membangun tim yang efektif untuk melaksanakan perubahan terkait
dengan Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
Kabupaten Sumbawa. Tim kerja proyek perubahan diharapkan
mampu melaksanakan kerjasama tim secara optimal, melakukan
identifikasi dan analisis, menghitung nilai dan interest, pemetaan,

strategi komunikasi serta implementasi.

2) Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif

Asisten Pem dan Kesra
(ketua tim Proyek Perubahan)

v v

Tim Penyusun Laporan Tim Penyusun Rencana
Standar Pelayanan Minimal Aksi Daerah SPM
Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa
I T |

Tim Fasilitator
Standar Pelayanan Minimal
Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif

16



Tabel 4. Tugas Komponen Tim Proyek Perubahan

Tugas berdasarkan SK
Bupati Sumbawa
Nomor 195 Tahun 2022

Tugas berdasarkan SK
Bupati Sumbawa
Nomor 831 Tahun

2022

Tugas berdasarkan SK
Bupati Sumbawa
Nomor 53 Tahun 2022

a. Memfasilitasi
kebutuhan data isian
indikator capaian
Standar Pelayanan
Minimal  (SPM) di
bidang teknis
perangkat daerah;

b. Menganilisis,
menghitung standar

kebutuhan SPM
kabupaten
sumbawa;

c. Melaporkan
capaian SPM

mMasing-masing  jenis
layanan dasar dan
mengumpulkan bukti
dukung untuk
dilaporkan ke
aplikasi SPM;

d. Mengevaluasi
integrasi  SPM ke
dalam dokumen
perencanaan serta
memastikan
penerapan SPM
terintegrasi ke dalam
RKPD dan Renja
Perangkat Daerah;

e. Mengevaluasi
integrasi  SPM ke
dalam dokumen

a. Mengkoordinasikan
penyusunan
Rancangan
Peraturan Bupati
tentang Rencana
AKksi Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM);

b. Melakukan
koordinasi
penerapan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM) dengan
perangkat daerah
pengampu
pelaksana Standar
Pelayanan Minimal
(SPM);

c. Mengkoordinasikan
pendataan,
pemutakhiran dan
sinkronisasi
terhadap data
terkait kondisi
penerapan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM);

d. Mengkoordinasikan
integrasi  Standar
Pelayan Minimal
(SPM) ke dalam
dokumen

a. Menyampaikan

format isian  dan
data  pendukung
Indikator Kinerja
Kunci:

b. Melakukan asistensi

teknis data isian
indikator KK yang
disampaikan ke
Perangkat Daerah;

c. Membantu  fugas-

tugas tim penyusun
dokumen Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah.
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Tugas berdasarkan SK
Bupati Sumbawa
Nomor 195 Tahun 2022

Tugas berdasarkan SK
Bupati Sumbawa
Nomor 831 Tahun

2022

Tugas berdasarkan SK
Bupati Sumbawa
Nomor 53 Tahun 2022

penganggaran serta
memastikan

penerapan SPM
terintegrasi ke dalam
Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah;

. Merumuskan strategi
pembinaan teknis
Penerapan SPM;

g. Mengevaluasi  pola
pengumpulan dataq,
perhitungan

kebutuhan,
penyusunan

rencana dan
pelaksanaan
pemenuhan

layanan sebagai
rekomendasi  untuk
laporan tahunan
berikutnya;

h. Membuat  laporan
SPM Perangkat
Daerah dan
Kabupaten Tahun
2021;

Melakukan  analisis
indikator Standar
Pelayanan  Minimal
(SPM) sebagai
rekomendasi  untuk
pelaporan tahun

perencanaan serta
mengawal dan
memastikan

penerapan Standar

Pelayanan Minimal

(SPM)  terintegrasi
ke dalam Rencana
Kerja Perangkat

Daerah dan Renja
Perangkat Daerah
termasuk
pembinaan umum
dan teknisnya;

e. Mengkoordinasikan
integrasi
Pelayanan Minimal
(SPM) ke dalam
dokumen
penganggaran
serta mengawal
dan memastikan

penerapan Standar

Pelayanan Minimal
(SPM)  terintegrasi
ke dalam
anggaran
pendapatan  dan
belanja daerah;

f. Mengkoordinasikan
dan
mengonsolidasikan
sumber
pendanaan dalam

berikutnya; dan pemenuhan
Mengevaluasi proses penganggaran
pendataan, untuk  penerapan
pemutakhiran  dan Standar Pelayanan
sinkronisasi data Minimal (SPM);
terkait kondisi | g. Mengkoordinasikan
Penerapan SPM perumusan strategi

Standar

18




Tugas berdasarkan SK
Bupati Sumbawa
Nomor 195 Tahun 2022

Tugas berdasarkan SK
Bupati Sumbawa
Nomor 831 Tahun

2022

Tugas berdasarkan SK
Bupati Sumbawa
Nomor 53 Tahun 2022

yang dilaksanakan
secara periodik.

pembinaan teknis
penerapan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM);

h. Mengkoordinasikan
pemantauan dan
evaluasi Standar
Pelayanan Minimal
(SPM);

i. Mengkoordinasikan
pencapaian
berdasarkan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah dan
melakukan analisis
sebagai
rekomendasi untuk
perencanaan
tahun  berikutnya;
dan

. Melaporkan

penerapan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM) kepada
sekretariat bersama
melalui sistem
pelaporan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM) berbasis
aplikasi.

3) Struktur Tata Kelola Perubahan

Dalom rangka mencapai tujuan proyek perubahan maka harus
dilakukan penanganan dalom hubungan antar komponen tim
proyek perubahan. Prinsip tata kelola yang dikembangkan dalam

rangka proyek perubahan penerapan SPM ini adalah melaksanakan
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prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan. Prinsip
keterbukaan adalah terkait dengan keterbukaan terhadap kualitas
data dan informasi terkait data yang akurat dan tepat waktu.
Akuntabilitas adalah terkait dengan keseimbangan peran dalam
hubungan antar komponen organisasi tim pada proyek perubahan.
Akuntabilitas juga berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab
sesuai struktur yang dikembangkan antara lain dalom bentuk pola
hubungan hirarki, horizontal maupun diagonal. Prinsip responsibilitas
adalah menggambarkan semangat konsistensi dalam penegakan
penegakan peraturan perundang-undangan dan kepekaan sosial
terkait dengan kebutuhan warga negara sebagai kelompok sasaran.
Prinsip keadilan atau fairness adalah prinsip yang berkaitan dengan
nilai non diskriminasi terhadap individu maupun kelompok tertentu
termasuk di dalamnya adalah prinsip penghindaran adanya praktek

kecurangan oleh komponen tertentu dalam proyek perubahan.

Kondisi yang berkembang sebelum pelaksanaan proyek

perubahan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dinamika proses pengumpulan data yang berkembang melalui
Tim Fasilitator Perangkat Daerah yang mempunyai  fungsi
penginputan. Fungsi Pengelolaan dan pengolahan data yang
seharusnya dilakukan oleh Kepala Bidang (selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan) dilakukan oleh anggota Tim Fasilitator,
sehingga erat kaitan dengan mutu dari elemen data yang
disajikan kepada Tim Penyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Sumbawa. Hal ini adalah sebagai bentuk kurangnya
akuntabilitas  kepala bidang penanggungjowab  kegiatan
penerapan SPM. Maka pola hubungan kasubbag program dinas
sebagai anggota tim fasilitator harus dapat diperbaiki melalui tata

kelola yang dikembangkan dalam proyek perubahan;

20



2. Masih didapatkan sumber data yang tidak cut off berdasarkan
pendekatan ketepatan waktu pelaporan (data yang timely). Hal
ini dikategorikan sebagai masalah dalam akurasi data sehingga
dapat dikategorikan sebagai masalah dalom penerapan prinsip
keterbukaan. terutama dalam pelaoksanaan SPM  Bidang
Pendidikan yang berakibat terhadap penyagjian data yang
berubah-ubah per bulan, per triwulan dan semester. Maka prinsip
tata kelola organisasi proyek perubahan diagendakan untuk
membenahi permasalahan pola hubungan antara komponen
fasilitator data dengan pihak pemerlu data baik internal maupun
eksternal perangkat daerah pengampu data harus dapat
dibenahi;

3. Pelaksanaan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), masih
belum terstandarisasi berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021
yang telah berbasis by name by address dalam tahapan
penginputan dan pelaporan. Maka prinsip tata kelola yang harus
dilakukan adalah penertiban data administrasi kelompok sasaran
mutu layanan SPM oleh perangkat daerah dan membuat
kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah
penyedia data administrasi kependudukan (Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil);

4. Dokumen perencanaan di Kabupaten Sumbawa berbasis
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai amanat Undang-Undang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pada
tataran pelaksanaan belum terkoordinasi dengan baik terhadap
pemenuhan kebutuhan layanan. Maka prinsip tata kelola yang
perlu  dilakukan ialah  melakukan perbaikan  perubahan
manajemen perencanaan dan pengaggaran APBD;

5. Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM),

belum melakukan analisis pelaporan secara optimal yang
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seharusnya dilakukan oleh Kepala Bidang untuk memudahkan
dalam proses pelaporan serta evaluasi. Oleh karena itu, maka
tata kelola yang perlu dilakukan yaitu penguatan kapasitas SDM

dan koordinasi internal perangkat daerah pengampu SPM.

Terhnadap fenomena tersebut, proyek Perubahan ini dapat

menjadi wadah dalam optimalisasi pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) di Kabupaten Sumbawa, dengan tata kelola sebagai
berikut:

1.

Perangkat Daerah Pengampu SPM (Kepala Perangkat Daerah,
Kepala Bidang, Tim Fasilitator) melakukan penyelarasan Program
dan Kegiatan;

Perangkat Daerah Teknis melakukan perhitungan kebutuhan mutu
layanan berdasarkan indikator capaian SPM;

Tim Penyusun SPM, Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah, Tim
Anggaran Pemerintah Daerah bersama Perangkat Daerah Teknis
melakukan perhitungan mutu layanan SPM yang telah tertuang
didalam Rencana Aksi Daerah dan menjadi skala prioritas dalam
penganggaran APBD;

Pada tataran pelaksanaan layanan SPM, dilakukan proses cut off
untuk memudahkan proses pelaporan dan mencegah terjadinya
anomali data yang disajikan saat pelaporan per triwulan dengan
menugaskan Tim Fasilitator Perangkat Daerah;

Kepala Daerah melakukan evaluasi penerapan capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) melalui Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sumbawa (Sekretaris Daerah
dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) baik
terhadap fungsi penganggaran dan capaian layanan serta mutu
SPM itu sendiri per Triwulan;

Penerima manfaat dari layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

terlaporkan by name by address untuk menghindari terjadinya
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anomali data serta tepat sasaran baik dibidang Sosial, Perumahan
dan Permukiman, Pekerjaan Umum maupun Trantibumlinmas;

Tim Penyusun SPM Kabupaten melakukan riset penentuan target
capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan,
sebagai langkah penyempurnaan akurasi dari penentuan target

sasaran terhadap 12 (dua belas) indikator yang ditetapkan.

Melakukan identifikasi

dan perhitungan Alokasi Anggaran Standar Optimalisasi _BGSIS
kebutuhan serta * pelayanan Minimal ke Dalam Data sebagai Data
penyelarasan Dokumen APBD sesuai Rencana Aksi Pelaporan
Perencanaan dengan Daerah

Target Sasaran Indikator
SPM

el

Evaluasi Capaian Layanan

dan Mutu SPM oleh 6
Pemerintah Daerah

(Sekretaris Daerah, Asisten
Pemerintahan dan Kesra, —]- Capaian
Tim SPM Kabupaten)

Analisi dan Rumusan Kebijakan
Optimalisasi Peningkatan

Gambar 2. Mekanisme Tata Kelola Perubahan

4) Tugas dan Kewenangan Tim Efekdtif

Tugas dan Kewenangan Tim Efektif adalah:

1.

Mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk
peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh bagian
pemerintahan kabupaten/kota;

Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi
dalam pelaksanaan Penerapan SPM;

Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah

pengampu SPM;
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4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi
terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;

5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan
serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke
dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan
teknisnya;

6. Mengoordinasikan  infegrasi  SPM ke  dalam = dokumen
penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM
terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota;

7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan
dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah
kabupaten/kota;

8. Mengoordinasikan  perumusan  strategi  pembinaan  teknis
Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;

9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM  daerah
kabupaten/kota;

10.Melakukan sosialisasi  Penerapan SPM  kepada perwakilan
masyarakat sebagai penerima manfaat;

11.Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait
Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan
pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang
disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan
Daerah yang terintegrasi;

12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan
melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan
tahun berikutnya;

13. Melakukan rapat secara berkala; dan
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5)

6)

14.Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui

sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Masa Berlaku dan Etika Serta Mekanisme Tim Efektif

Masa berlaku Tim Efekfif jaongka pendek, yakni terhitung sejak
bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada Tahun 2022.
Kemudian etika serta mekanisme Tim Efektif dengan menggunakan
kaidah-kaidah penerapan administrasi perkantoran yang berlaku
umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Asisten
Pemerintahan dan Kesra sebagai pemimpin projek perubahan dalam
optimalisasi penerapan SPM. Kewenangan dan keberfungsiannya
tetap didudukkan dalam mekanisme hubungan pada tugas dan
fungsinya dalam struktur organisasi dan tata kerja sekretariat daerah.
Fungsi kedudukannya sebagai leader tim projek perubahan adalah
bersifat sementara sampai dengan batas waktu pencapaian tujuan
jangka pendek yang ditetapkan sampai dengan minggu ke dua
bulan Desember Tahun 2022.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan time line
dan batas waktu sebagaimana telah disusun dalam perencanaan
milestone atau tahapan proyek perubahan. Objek monitoring dan
evaluasi adalah akfifitas yang berproses dalam pelaksanaan yang
telah ditetapkan di dalam milestone proyek perubahan. Monitoring
dan evaluasi dilakukan untuk memastikan terbentuknya oufput telah

sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam rencana.
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BAB Il

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Tahapan Rencana Strategis

Tabel 5. Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Rencana Strategis Proyek Perubahan

No | Nomor/Tanggal Agenda Tujuan
Surat
1. 1045.2/592/Pem/20 | Penginputan Laporan | Pemetaan
22 Standar Pelayanan | kondisi  terkini
30 September | Minimal (SPM) Triwulan Il | penerapan SPM
2022 Tahun 2022 Memenuhi
kewaqjiban
pelaporan SPM.
2. | 005/630/Pem/2022 | Evaluasi Standar | Mendiagnosa
19 Oktober 2022 Pelayanan Minimal (SPM) | permasalahan
Triwulan I yang dihadapi
dalam
penerapan SPM
tahun 2022.
3. | 005/634/Pem/2022 | Rapat pembahasan | Mengkomunika
20 Oktober 2022 proyek perubahan Asisten | sikan konsep
Pemerintahan dan | rancangan
Kesejahteraan Rakyat | proyek
Sekda Kabupaten | perubahan dan
Sumbawa pada Pelatihan | strategi
Kepemimpinan  Nasional | pencapaian
Tingkat Il tahun 2022 | target  proyek
angkatan XXVIII  dengan | perubahan.
judul “Optimalisasi
Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Pelayanan Dasar di
Kabupaten Sumbawa”
4. 1005/672/Pem/2022 | Hasll Rapat proyek | Mengkomunika
2 November 2022 | perubahan Asisten | sikan  langkah-
Pemerintahan dan | langkah dalam
Kesejahteraan Rakyat | rangka
Sekda Kabupaten | penghitungan
Sumbawa pada Pelatihan | kebutuhan SPM
Kepemimpinan  Nasional | oleh perangkat
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No

Nomor/Tanggal Agenda Tujuan
Surat

Tingkat Il tahun 2022 | doerah kepada
angkatan XXVIII yang telah | kepala dinas
dilaksanakan pada hari | pengampu
Kamis tanggal 20 Oktober | SPM.

tahun 2022, terkait
“Optimalisasi  Penerapan

Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Pelayanan
Dasar di Kabupaten
Sumbawa”

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dielaskan bahwa telah

dilakukan komunikasi dan promosi terkait produk rancangan proyek

perubahan kepada stakeholder kunci penerapan SPM  di Kabupaten

Sumbawa. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Rencana strategis yang dikembangkan dalom rancangan proyek
perubahan dapat diterima oleh seluruh stakeholder. Perintah-
perintah berbasis kebijakan dan kewenangan adaloh kekuatan
utama untuk menggerakkan organisasi pelaksana penerapan SPM.
Melalui dialog strategis bersama stakeholder kunci menghasilkan
peluang penuntasan target proyek perubahan yaitu dengan
menghadirkan partisipasi  seluruh stakeholder untuk mendukung
agenda proyek perubahan. Partisipasi murni stakeholder terbentuk
dengan adanya ruang penyampaian aspirasi yang diberikan bagi
adaptasi proyek perubahan. Salah satu aspirasi yang diterima
adalah permintaan pendampingan atau asistensi  oleh  tim
penerapan SPM yang terdiri dari unsur bappeda, BKAD dan bagian
pemerintahan selaku koordinator penerapan SPM sekaligus sebagai
tim penyusun pelaporan SPM, koordinator tim penyusun LPPD
(Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah).

Rapat koordinasi proyek perubahan menghasilkan kesepakatan

untuk dilaksanakannya kegiatan pendampingan penghitungan
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kebutuhan penerapan SPM yang menjadi kewaqjiban perangkat

daerah pengampu bersama Tim penyusun Rencana Aksi Daerah.

Pertemuan Pembahasan penghitungan kebutuhan penerapan SPM

yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No Uraian Tanggal Agenda
1. | Rapat Tim SPM 4 November 2022 . Pertemuan
2. | Pembahasan Rencana | 5 November 2022 pembahasan
Aksi SPM Urusan PU-PR rencana  aksi
3. | Pembahasan Rencana | 6 November 2022 adalah
Aksi SPM Urusan kegiatan yang
Kesehatan dilaksanakan
4. | Pembahasan Rencana |6 November 2022 untuk
Aksi SPM Urusan menghitung
Pendidikan kebutuhan
5. | Pembahasan Rencana | 8 November 2022 pemenuhan
Aksi SPM Urusan penerapan
Trantibum linmas (BPBD SPM
dan Satpol-PP) berdasarkan
6. | Pembahasan Rencana | 9 November 2022 format
Aksi Permendagri
SPM bidang Sosial 59 tahun 2021.
7. | Lanjutan  Pembahasan | 9§ November 2022 Hasil
Dikbud penghitungan
8. | Lanjutan Pembahasan | 11 November 2022 kebutuhan
Pembahasan Urusan selanjutnya
Sosiall dan Urusan akan  dijadikan
Kesehatan dasar
9. | Lanjutan  Pembahasan | 14 November 2022 penyusunan
Urusan Sosial Rencana  Aksi
10. | Pembahasan Urusan | 16 November 2022 Daerah
PRKP penerapan
11. | Lanjutan  Pembahasan | 16 November 2022 SPM.
Urusan PU-PR - Seluruh
12. | Lanjutan  Pembahasan | 17 November 2022 kegiatan
SPM Urusan Kesehatan ferlaksana
dan Sosial sesuai dengan
13. | Lanjutan  Pembahasan | 18 November 2022 jadwal .
SPM Trantibumlinmas Pencopqon
14. | Finalisasi perhitungan | 20 November 2022 farget jangka
pemenuhan SPM Urusan pendek Proyek
PUPR dan Urusan PRKP Perubahan
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Salah satu input utama bagi pembahasan penghitungan kebutuhan
penerapan SPM adalah pembentukan peta proses bisnis penerapan SPM di
kabupaten Sumbawa. Peta proses bisnis merupakan peta  yang
menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di
lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa dan/atau proses yang
berlangsung di lingkungan perangkat daerah. Penyusunan proses bisnis
dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses
Bisnis. Peta proses bisnis penerapan SPM di Kabupaten Sumbawa yang
tersusun sebagai output proyek perubahan adalah digambarkan sebagai
berikut :

Gambar 3. Peta Proses Bisnis Penerapan SPM Kabupaten Sumbawa

Penerapan

SPM yang
Optimal

7 )
I
I
I
I
I
1
1
1
1
1
1
1

Input > Proses > Output

Berdasarkan peta proses bisnis penerapan SPM Kabupaten Sumbawa
dapat dijelaskan bahwa input terhadap proses pencapain mutu SPM adalah
semua rangkaian aktivitas managjerial yang akan menunjang kinerja
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pelaksanaan proses utama dalam rangka menghasilkan output penerapan
SPM yang optimal. Kualitas reformasi birokrasi yang baik sebagai sebuah
input, menggambarkan keberadaan dukungan sumber daya perencanaan,
penganggaran, SDM, pengorganisasian, pengendalion dan pengawasan
yang berkualitas yang akan berkontribusi kepada kinerja proses utama.
Proses Managjerial merupakan penunjang dari pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal
bidang Pendidikan sedangkan Proses Utama merupakan program, kegiatan
dan sub kegiatan untuk mencapai layanan penerapan SPM  bidang
Pendidikan. Ditetapkannya Reformasi Birokrasi sebagai proses manajerial
karena merupakan tujuan dalom RPJMD Kabupaten Sumbawa. Proses
manajerial di tingkat kabupaten adalah meningkatkan kualitas reformasi
birokrasi merupakan salah satu tujuan dalom RPJMD Kabupaten Sumbawa
un